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PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI 
 

NOMOR 87 TAHUN 2019 
 

TENTANG 

  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI  

NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  

DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 
 
 

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, maka 

Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan, dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial, perlu diubah dan disesuaikan kembali 
yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota 

Sukabumi; 

Mengingat…… 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 

1954 Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 

4400); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 

4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun Nomor 5430); 

7. Undang-Undang….. 
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun Nomor 6322); 
 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
33); 

14. Peraturan… 
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13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 

Nomor 7); 

 
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota 
Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9); 

 

 

Memperhatikan  :   1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;  

3. Peraturan.... 
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3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 

2016 Nomor 18); 
 

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900/4627/ SJ tentang Penajaman Ketentuan 
Pasal 208 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 

18 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA 
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 

 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Sukabumi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 

dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 
Daerah kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 18) 

diubah sebagai berikut: 

 
 

 

1. Ketentuan….. 
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 

berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 6 

 

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan 
kepada satuan kerja dari 

kementerian/lembaga pemerintah non 

kementerian yang wilayah kerjanya berada 
dalam Daerah. 

 

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b 

diberikan kepada daerah otonom baru hasil 

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 
diberikan dalam rangka meneruskan Hibah 

yang diterima Pemerintah Daerah dari 

pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

(5) Hibah kepada badan dan lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 
diberikan kepada: 

 
 

a. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, 

sukarela, dan sosial yang dibentuk 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
 

b. Badan…… 
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b. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, 

sukarela, dan sosial yang telah memiliki 

Surat Keterangan Terdaftar yang 
diterbitkan oleh Menteri Dpalam Negeri, 

Gubernur, atau Bupati/Wali Kota; atau 

 

c. Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, 
sukarela bersifat sosial kemasyarakatan 

berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 

perkembangan masyarakat, dan 

keberadaannya diakui oleh pemerintah 
pusat dan/atau Pemerintah Daerah 

melalui pengesahan atau penetapan dari 

pimpinan instansi vertikal atau kepala 
satuan kerja perangkat Daerah terkait 

sesuai dengan kewenangannya; dan 

 

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan memenuhi kriteria yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya. 

 

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan 
yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan 

kepada Organisasi Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum perkumpulan yang telah 

mendapatkan pengesahan badan hukum dari 

kementerian yang membidangi urusan hukum 

dan hak asasi manusia sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 
berbunyi sebagai berikut: 

 

 
 

Pasal 7..... 
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Pasal 7 

 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) 

diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 
 

a. memiliki kepengurusan yang jelas di 
Daerah; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari 

lurah; dan 
c. berkedudukan dalam wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah dan/atau badan dan 

lembaga yang berkedudukan di luar 

wilayah administrasi Pemerintah Daerah 
dalam rangka menunjang pencapaian 

sasaran program dan kegiatan Pemerintah 

Daerah pemberi Hibah. 
 

(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) 
diberikan dengan persyaratan paling sedikit: 

 

a. telah terdaftar pada kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan hak asasi 

manusia; 

 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi 
Pemerintah Daerah; dan 

 

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah. 
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 

 

 
Agar….. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi. 
 

 

Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 5 Agustus 2019 
 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 
 

ttd. 

 
 

ACHMAD FAHMI 

 
Diundangkan di Sukabumi 

pada tanggal 5 Agustus 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SUKABUMI, 

 

 
ttd. 

 

 
   DIDA SEMBADA 

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 87 
 

Salinan sesuai dengan aslinya   

   KEPALA BAGIAN HUKUM 

 SETDA KOTA SUKABUMI, 

 

 

 

             EEN RUKMINI 

    NIP. 19720210199901 2 001 


